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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR: 4 /KPTS/DPMPTS.IIL.1/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan

1.

Gubernur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Standar Pelayanan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, penyelenggara
pelayanan publik wajib menyusun Standar pelayanan
publik pada SKPD masing-masing;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan tentang Standar Pelayanan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7153);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6865);
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10.

11;

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
98, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Nomor 7119);

. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
211);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025
tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas
Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elekronik (Online Single Submission)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
738);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013 Nomor 3);

Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyelengaraan Standar Pelayanan Publik di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 26);

Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2023 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun
2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur
Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 29);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

13. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

: Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

: Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan

PelayananTerpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu paling sedikit
meliputi :
1. Komponen Penyampaian Layanan

a. Persyaratan

b. Sistem, mekanisme, dan prosedur;

c. Jangka waktu penyelesaian;

d. Biaya/tarif;

e. Produk pelayanan;

f. Penanganan pengaduan, saran dan

masukan/apresiasi;

2. Komponen Standar Layanan
a. Dasar hukum;

b. Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas;

c. Kompetensi Pelaksana;

d. Pengawasan internal;

e. Jumlah pelaksana;

f. Jaminan pelayanan;

g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
h. Evaluasi kinerja pelaksana;

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum

Kesatu wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana
sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh
pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
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KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen
Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah
dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2% April 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

NIP. 197909012006041008

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan (sebagai laporan)

2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

3. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Provinsi Sumatera Selatan
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